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ABSTRAK 
KONSEP INTEGRASI ZAKAT DAN PAJAK 
 MASDAR FARID MAS’UDI (PERSPEKTIF ULAMA BANYUMAS) 
 
Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu 
persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi 
Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan 
oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang 
warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan perintah 
agama dan salah satu rukun Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas‟udi Perspektif Ulama 
Banyumas. Masdar berpendapat bahwa orang yang membayar pajak sudah 
termasuk membayar zakat (gugur kewajiban agamanya). Hal tersebut memberikan 
wacana yang kontroversi di berbagai ulama-ulama kontemporer kemudian 
bagaiamana dengan pandangan ulama Banyumas tentang integrasi zakat dan pajak 
Masdar Farid Mas‟udi? 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
mengambil informan yang berasal dari Ulama Banyumas di organisasi NU, 
Muhammadiyyah dan al-Irsyad, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan 
pengumpulan data dengan wawancara yang mendalam, observasi, serta studi 
dokumen. Kemudian data analisis dilakukan secara kualitatif yakni dengan 
metode teknik reduksi data, display data yang kemudian ditarik kesimpulan 
dengan mendasarkan pada teori Sosiologi Hukum.   
Dalam penelitian ini di temukan bahwa, Mayoritas Ulama Banyumas tidak 
sependapat tentang konsep integrasi zakat dan pajak oleh Masdar Farid Mas‟udi 
karena pada memang pada dasarnya zakat dan pajak sangat berbeda, baik dilihat 
dari objek maupun pentasarufannya. Jika dilihat dari sisi konsep menurut ulama 
Banyumas bisa diterima (perlu di apresiasi) tetapi sangat bergantung dari 
implementasinya, ada kendala soal teknis bagaimana penggunaan dana zakat yang 
digabung dengan pajak, atau pajak digabung dengan zakat karena pentasarufan 
antara zakat dan pajak itu beda, jika belum ada mekanisme atau manajemen yang 
memastikan pemilahan zakat dan pajak pentasarufannya menurut ulama 
Banyumas tidak tepat. Hal tersebut menyangkut kebijakan dan konsep integrasi 
yang ditawarkan Masdar hanya sebatas sebuah wacana saja. Adapun menurut 
ulama Banyumas yaitu memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak 
berwenang agar pembayaran zakat menjadi pengurang pajak. 
 
Kata kunci: Integrasi, Masdar Farid Mas‟udi, Ulama Banyumas. 
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MOTTO 
 
 َّللٱ َّنِإ ِوَّللٱ َدنِع ُهوُدِجَت ريَخ نِّم مُكِسُفَنِلِ ْاوُم ِّدَق ُت اَمَو َةٰوَكَّزلٱ ْاُوتاَءَو َةٰوَلَّصلٱ ْاوُميِقَأَو َو
ريِصَب َنوُلَمَعت اَمِب 
Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja 
yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada 
sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan” 
(QS. Al-Baqarah: 110) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 
Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 
A. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba  B Be  
ت Ta  T Te  
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim  J Je 
ح ḥa  ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha  Kh Ka dan ha 
د Dal  D De  
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra  R Er  
ش Zai  Z Zet 
ض Sin  S Es 
ش Syin  Sy Es dan ye 
ص ṣad ṣ  Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ....„.... Koma terbalik di atas 
غ Gain  g Ge  
ف Fa  F Ef 
ق Qaf  Q Ki 
ك Kaf  K Ka  
ل Lam  L El 
و Mim  M Em 
ن Nun  N En 
و Wau  W We 
 ix 
 
ه Ha  H Ha 
ء Hamzah  ..‟.. Apostrof 
ي Ya  Y Ye  
 
B. Vokal  
1. Vokal Tunggal 
Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  
  َ  Fatḥah  a A 
  َ  Kasrah i I 
  َ  ḍammah u U 
 
Contoh: 
  م  ع ف : fa„ala 
  س ك  ذ : żukira 
 
2. Vokal Rangkap 
Tanda dan Huruf Nama  Gabungan Huruf Nama 
  ي  َ  Fatḥah dan ya Ai a dan i 
  و  َ  Fatḥah dan wau Au a dan u 
 
Contoh: 
  ف ٍ  ك : kaifa 
  ل  و ه : haula 
3. Maddah  
Harkat dan 
huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
ا  َ   َ ي  Fatḥah dan alif atau ya ā a dan garis di atas 
ي  َ  Kasrah dan ya ȋ i dan garis di atas 
و  َ  ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 x 
 
  لا ق : qāla 
ى م  ز : ramā 
  م ٍ  ق : qȋla 
  ل  و ق ٌ : yaqūlū 
4. Ta Marbuṭah 
a. Ta Marbuṭah Hidup 
Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan 
ḍammah, transliterasinya adalah huruf t. 
Contoh: 
  ة  ظ  ز  د  م : madrasatun 
b. Ta Marbuṭah Mati 
Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah huruf h. 
Contoh: 
  ة ه  ح ز : riḥlah 
c. Ta Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata tersebut 
dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah huruf h. 
Contoh: 
  ة  ض  و  ز   لا ف ط لاا  : rauḍah al-aṭfāl 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan 
dengan tanda (  َ ). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa 
dua huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut. 
Contoh: 
ا نَّب  ز : rabbanā 
 
 
 xi 
 
6. Kata Sandang Alif dan Lam 
a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 
Contoh: 
 َّشنا  م  ط  : asy-syams 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  
Contoh: 
  س  م ق ن ا : al-qamaru 
7. Hamzah 
a. Hamzah di awal 
Contoh: 
  ت  س  م أ : umirtu 
b. Hamzah di tengah 
Contoh: 
  ن  و ر  خ أ ت : ta‟khużūna 
c. Hamzah di akhir 
Contoh: 
  ء  ً  ش : syai‟un 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf 
ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 
Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf 
atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan 
kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan 
bisa pula dirangkaikan. 
Contoh: 
  نا  ص ٍ  م نا  و  م ٍ  ك نا  ف  و ا ف  : - Fa aufū al-kaila wa al-mȋzāna 
- Fa auful-kaila wal-mȋzāna 
 
 
 xii 
 
9. Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, 
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti 
yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri 
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 
Contoh: 
ا  م  و   د َّم  ح م  َّلا ا   م ظ  ز  : Wa mā Muḥammadun illā rasūlun. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Zakat dalam Islam tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga berdimensi 
sosial. Dengan kata lain, zakat tidak hanya mengenai urusan antara seorang hamba 
dengan Tuhannya, tetapi juga urusan antar sesamanya. Dalam bahasa agama, 
zakat berfungsi sebagai penyuci diri (tuthahhirohum) dan penyuci hartanya (wa 
tuzakkihim biha>), sedangkan dalam ranah sosial, zakat berfungsi untuk 
mensejahterakan rakyat yang miskin dan fakir. 
Dalam al-Qur‟an terdapat 32 ayat zakat dan 82 kali diulang dengan 
mengunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah 
dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai 
kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.1 
Perintah untuk menunaikan zakat terdapat dalam al-Qur‟an, Sunnah dan 
juga Ijma‟ Ulama. Diantara ayat-ayat al-Qur‟an yang memerintahkan untuk 
mengeluarkan zakat terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 110 yang berbunyi: 
 َّللٱ َّنِإ ِوَّللٱ َدنِع ُهوُدِجَت ريَخ نِّم مُكِسُفنَِلِ ْاوُم ِّدَق ُت اَمَو َةٰوَكَّزلٱ ْاُوتاَءَو َةٰوَلَّصلٱ ْاوُميِقَأَو َو
 ريِصَب َنوُلَمَعت اَمِب 
Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan 
apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat 
pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa 
yang kamu kerjakan”.2 
 
Pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar dan Umar, zakat di 
kelola oleh negara, bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar dilakukan 
penyerangan terhadap penentang pembayar zakat. Kemudian seiring 
perkembangan wilayah Islam diberlakukan sistem pajak yang disebut dengan 
                                                             
1
 Abdurrachman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2001), hlm. 43. 
2
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT Grafindo, 
1994), hlm. 30. 
2 
 
 
 
jizyah yang pada mulanya hanya diberlakukan kepada kalangan non muslim atas 
jaminan yang mereka terima dari negara.
3
 
Penarikan pajak selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang 
berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi 
terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa, dan 
hegemoni peradaban barat sehingga hukum-hukum syar‟i semakin ditinggalkan, 
dan sebaliknya hukum-hukum barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat 
disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak.
4
 
Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah 
satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran 
ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus 
dijalankan oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban 
seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan 
perintah agama dan salah satu rukun Islam.
5
 Hal ini terlihat jelas dengan adanya 
dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat 
dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan kewajiban pajak 
dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh). Kedua undang-
undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang 
dirasakan oleh kaum muslimin sebagai suatu beban yang berat. Beban ini akan 
bertambah berat lagi jika kaum muslimin diwajibkan pula membayar pajak bumi 
bangunan (PBB) yang harus mereka bayar dengan uang atau harta simpanan yang 
telah dizakati. Makin berat lagi, tatkala kaum muslimin diwajibkan pula 
membayar pajak petambahan nilai (PPN), karena mengonsumsi barang/jasa tentu 
yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah).
6
  
 
                                                             
3
 Ali Nuruddin,  Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2006), hlm. 25. 
4
 Siti Arifah, “Konstitusi Negara Berbicara “Zakat Mengurang Penghasilan Kena 
Pajak” http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15, Download pada tanggal 11/03/2018.  
5 Ali Nuruddin,  Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal, hlm. 23. 
6 Gus Fahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 
7. 
3 
 
 
 
Setelah diamati, pengertian zakat dan pajak pada prinsipnya keduanya 
diserahkan kepada negara (amil) untuk kepentingan umum dan pembangunan. 
Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat (bagi orang 
yang sudah memenuhi ketentuan) dan pajak.
7
 
Akan tetapi persoalan muncul ketika masyarakat Indonesia harus 
mengalami dualisme pembayaran atas kewajiban sebagai umat Islam maupun 
sebagai warga negara, yaitu zakat dan pajak. Realitas yang berkembang terwujud 
sebuah solusi atas permasalahan tersebut, dengan adanya bukti pembayaran zakat 
dapat dijadikan sebagai pengurang pembayaran pajak negara. Di Malaysia, 
kebijakan pemerintah berupa zakat sebagai pengurang pajak perlu ditiru oleh 
negara-negara lain yang ingin memacu peningkatan pengumpulan zakat. 
Sayangnya, Indonesia belum mampu menerapkan kebijakan semacam ini secara 
utuh. Ketentuan yang saat ini berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan 
kena pajak, bukan pengurang pajak secara langsung. Akibatnya, masyarakat 
kurang antusias menggunakan haknya untuk menyertakan Bukti Setor Zakat 
(BSZ) dalam berkas pelunasan pajak (SPT).
8
 
Pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. 
Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak ini sering 
disebut dengan hukum fiskal, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 
meliputi kewenangan pemerintah untuk memungut pajak.
9
 Pajak merupakan iuran 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapatkan timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan 
dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum oleh pemerintah. Salah 
satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 
pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang digunakan untuk 
membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
10
 
                                                             
7
 Kutbuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer (Yogyakarta: TERAS: 2009), hlm. 159. 
8
 Didin Hafidhuddin, dkk, The Power of Zakat, Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat 
Asia Tenggara (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 19. 
9
 Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan iklim Investasi (Jakarta: Konstitusi Press, 
2013), hlm. 43.  
10
 Brotodihardjo R Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (Bandung: Eresco NV, 
1981), hlm. 18.   
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Perbedaan pendapat terjadi di kalangan ulama tentang integrasi zakat dan 
pajak. MUI, sebuah lembaga ulama yang mempertahankan disparitas zakat dan 
pajak menegaskan bahwa umat Islam di samping berkewajiban membayar zakat, 
juga berkewajiban membayar pajak. Alasannya, zakat adalah kewajiban yang 
harus ditunaikan atas dasar Nash al-Qur‟an dan Sunnah, sedangkan pajak adalah 
kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar ketetapan pemerintah yang dibenarkan 
oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip kemaslahatan umum. Zakat merupakan 
kewajiban agama, sedangkan pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara.  
Dalam tatanan fikih aplikatif, zakat masih memerlukan reinterpretasi 
terhadap teks-teks yang terkait. Dengan didasarkan pada semangat misi keadilan 
zakat itu sendiri, pada kesadaran akan realitas pendukung pada masa Nabi SAW 
(asba>b al-nuzu>l dan asba >b al-wuru>d) dan realitas sosial ekonomi kita sekarang. 
Apabila zakat masih diharapkan untuk ikut menyelesaikan beberapa permasalahan 
sosial ekonomi umat dewasa ini, maka upaya reinterpretasi fikih zakat adalah 
sebuah keniscayaan, baik dalam hal koleksi dana zakat, maupun pada persoalan 
alokasi dan distribusi.
11
 
Akan tetapi kedua hal yang disebut berbeda itu, bukan untuk dipisahkan. 
Melainkan supaya diesakan, disatukan dalam pola kesatuan dialektis (dialectical 
unity). Yaitu suatu pola kesatuan dimana kedua pihak saling mempersyaratkan 
yang lain demi terjadinya proses transformasi diri secara terus menerus menuju 
kesempurnaan yang (sebenarnya) tak terhingga. Dalam bahasa agama, 
kesempurnaan yang tak terhingga itulah Tuhan adanya. Demikianlah, prinsip 
kesatuan dialektis yang fitrah ini yang seharusnya terus dapat dipertahankan, juga 
dalam hubungan antar agama dengan negara. Karena sekali dipisahkan dan 
kemudian dipersaingkan atau diperhadapkan satu terhadap yang lain.
12
 
                                                             
11 Masdar Farid Mas‟udi, dkk, Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas 
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Dalam bukunya Masdar yang berjudul “Pajak itu Zakat”,13 beliau 
berpendapat bahwa pemisahan lembaga zakat dan pajak adalah suatu hal yang 
sesat dan menyesatkan karena konsep zakat merupakan konsep pajak, zakat 
sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya.  
Menurut Masdar proses transformasi lembaga pajak/upeti ini digerakkan 
oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau menjajari lembaga pajak dengan 
lembaga zakat, seperti persepsi orang selama ini. Melainkan dengan cara 
memasukkan sepirit ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya 
pajak sebagai badannya, zakat sebagai komitmen spiritual moral, pajak sebagai 
wujud kelembagaan yang hendak menjadi tiang dalam pelaksanaannya.
14
 .  
Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah diuraikan di 
atas, kiranya perlu di telusuri lebih jauh ide pemikiran dari Masdar Farid Mas‟udi. 
Hal ini cukup menarik bagi penulis untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam 
tentang konsep integrasi zakat dan pajak Masdar yang sudah diberikan gagasan 
oleh ulama-ulama konvensional, lalu bagaimana dengan pendapat ulama 
Banyumas? 
Dari sinilah, penulis tertarik untuk mengulas lebih jauh tentang 
pemikiran Masdar Farid Mas‟udi terhadap konsep integrasi zakat dan pajak 
perspektif ulama Banyumas. Dimana sudah menjadi keyakinan pada umumnya 
jika antara zakat dan pajak itu berbeda. Yang mana zakat itu semata-mata karena 
Allah SWT dengan harapan pahala sedangkan pajak adalah kewajiban kepada 
negara yang di tasarufkan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk wujud 
mentaati Ulil Amri (pemerintah/negara). Untuk mengkaji pemikiran Masdar Farid 
Mas‟udi beserta kerangka pemikirannya lebih lanjut, maka penulis perlu 
melakukan penelitian lapangan dalam bentuk Tesis dengan judul “Pandangan 
Ulama Banyumas Terhadap Konsep Integrasi Zakat dan Pajak Masdar 
Farid Mas’udi”. 
 
 
                                                             
13 Masdar Farid Mas‟udi, Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat 
(Bandung: Mizan Media Utama, 2010), hlm. 45. 
14 Masdar Farid Mas‟udi, Agama Keadilan..., hlm. 100-102. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat penulis rumuskan permasalahan 
yang akan menjadi inti dari pembahasan Tesis ini, yaitu: 
1. Bagaiamana konsep pemikiran Masdar Farid Mas‟udi tentang zakat dan pajak? 
2. Bagaimana pendapat ulama Banyumas tentang integrasi zakat dan pajak 
pemikiran Masdar Farid Mas‟udi? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah: 
1. Untuk menjelaskan konsep pemikiran Masdar Farid Mas‟udi tentang integrasi 
zakat dan pajak. 
2. Untuk mengetahui pandangan ulama Banyumas dalam pemikiran Masdar Farid 
Mas‟udi tentang integrasi zakat dan pajak. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis bahwa penelitian ini : 
a. Mengetahui konsep pemikiran Masdar Farid Mas‟udi tentang integrasi zakat 
dan pajak. 
b. Mengetahui pandangan ulama Banyumas terhadap pemikiran Masdar Farid 
Mas‟udi tentang integrasi zakat dan pajak. 
2. Secara praktis bahwa penelitian: 
a. Mengetahui konsep pemikiran Masdar Farid Mas‟udi tentang integrasi zakat 
dan pajak di Banyumas. 
b. Mengetahui secara riil terhadap pandangan ulama Banyumas tentang 
integrasi zakat dan pajak terhadap pemikiran Masdar Farid Mas‟udi. 
E. Telaah Pustaka 
Dalam telaah pustaka disini, peneliti akan menampilkan beberapa 
penelitian terdahulu yang membahas tentang zakat dan pajak, berupa buku-buku, 
jurnal ilmiyah dan karya-karya lainnya. 
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Adapun tulisan yang membahas tentang zakat dan pajak, sebagai berikut: 
Ahyar Rusli, dalam bukunya yang berjudul Zakat = Pajak, menyatakan 
mengkaji persamaan dan perbedaannya dalam konteks dimensi kemanusiaan 
dalam memahami agama.
15
 
Diantara ulama yang membahas zakat dan pajak dengan detail adalah 
Yusuf Qard}a>wi dalam bukunya Hukum Zakat, yang melengkapi uaraian dengan 
membandingkan pendapat-pendapat ulama dengan mengambil yang lebih kuat. 
Ketidaksepakatan para sahabat, tabi‟in dan tabi‟ tabi‟in juga diungkapakan secara 
detail. Tetapi tidak mengupas tentang penyatuan pajak dan zakat.
16
 
Gusfahmi, dalam bukunya Pajak Menurut Syariah menyatakan bahwa 
zakat dan pajak bukan merupakan kesatuan tubuh seperti roh dan badan 
sebagaimana yang telah dipahami oleh Masdar Farid Mas‟udi, yang artinya adalah 
jika seseorang telah membayar pajak, berarti ia sudah membayar zakat. Menurut  
Gusfahmi, pendapat Masdar dinilai keliru karena sama saja dengan 
menyamakansalat dengan sembahyang atau berdo‟a di Pura. Bagi Gusfahmi pajak 
berada pada posisi di belakang sesudah ditunaikannya kewajiban zakat. 
Menurutnya, zakat yang sudah dipunggut harus dijadikan sebagai pengurang 
(kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayarkan kaum muslim 
hanya tambahannya saja.
17
 
Selanjutnya Taufiq Hidayat, dalam jurnal tulisannya “Menimbang 
Pemikiran Masdar Farid Mas‟udi tentang Double Taxs (Zakat dan Pajak)”.18 
Menjelaskan bahwa Islam datang pada hakekatnya adalah untuk menegakkan 
keadilan di tengah-tengah umat manusia. Ketika umat manusia pra Islam sedang 
dilanda suatu kondisi dimana yang kuat menindas yang lemah, yang kaya 
mengeksploitir yang miskin, Islam datang dengan ajaran-ajarannya yang 
revolusioner. Salah satu ajaran tersebut adalah zakat. Zakat pada masa Nabi tidak 
dimaksudkan lain kecuali sebagai acuan etika sosial untuk penganggaran negara 
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(state budgeting), baik pada sektor pendapatan (pemajakan) maupun 
pembelanjaannya.  
Zusiana Elly Triantini, dalam tulisannya, “Integrasi Hukum Zakat dan 
Pajak di Indonesia (Telaah Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas‟udi)”.19 Dalam 
karyanya beliau menjelaskan bahwa Integrasi zakat dan pajak sangat diperkulan 
dan merupakan langkah maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam 
di Indonesia karena secara kuantitatif penduduk bangsa Indonesia mayoritas 
beragama Islam.  
Dari beberapa tulisan yang telah dikemukakan di atas bahwa tampak 
belum ada kajian zakat dan pajak perkspektif ulama Banyumas, sebagaimana 
peneliti maksudkan. 
F. Sistematika Pembahasan  
Pembahasan dalam tesis ini akan dituangkan dalam lima bab sebagai 
berikut: 
Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika 
pembahasan.  
Bab II, membahas gambaran secara umum tentang zakat dan pajak, teori 
kaidah hukum dan perubahan sosial yang meliputi pengertian, dasar hukum zakat 
dan pajak, kaidah ushul fiqh tentang perubahan sosial, yang menguraikan teori 
yang di bangunan dalam penelitian ini.  
Bab III Menjelaskan tentang metode penelitian, yang menjelaskan 
tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik penelitian, subjek penelitian, 
sumber data, teknik pengumpulan data, dan di akhiri dengan teknik analisis data.  
Bab IV, Menyajikan tentang konsep pemikiran Masdar Farid Mas‟udi 
tentang integrasi zakat dan pajak. Lalu diakhiri dengan metode penalaran hukum 
zakat dan pajak terhadap pemikiran Masdar Farid Mas‟udi. 
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 Zusiana Elly Triantini, Integrasi Hukum Zakat dan Pajak di Indonesia (Telaah 
Terhadap Pemikiran Masdar Farid Mas’udi). Jurnal al-Ahkam, vol. 23, No. 2, Oktober 2013. 
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Bab V, menyajikan data lapangan tentang pendapat ulama Banyumas 
tentang integrasi zakat dan pajak terhadap pemikiran Masdar Farid Mas‟udi serta 
menganalisis pendapat ulama Banyumas tersebut. 
Selanjutnya, pada Bab VI Memberikan hasil kesimpulan penelitian 
berupa analisis kritis dengan mendasarkan teori-teori yang telah dibangun. 
Kemudian disusul penutup dan saran-saran yang bersifat untuk perbaikan dan 
solusi pada penelitian selanjutnya tentang integrasi zakat dan pajak. 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis tentang Konsep 
Integrasi Zakat dan Pajak Masdar Farid Mas‟udi Perspektif Ulama Banyumas, 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Konsep pemikiran Masdar Farid Mas‟udi yaitu konsep zakat merupakan 
konsep pajak, zakat sebagai ruhnya dan pajak sebagai badannya. Oleh karena 
itu, lebih lanjut Masdar mengatakan bahwa orang yang membayar pajak harus 
diniati membayar zakat, dengan demikian double tax yang selama ini menjadi 
permasalahan klasik di masyarakat akan terselesaikan. Masdar melihat bahwa 
zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang bisa disatukan meski 
berangkat dari akar kewajiban yang oleh ulama konvensional dibedakan. 
Dengan menggabungkan atau menyatukan pajak dan zakat, berarti seorang 
Muslim yang membayar pajak (dengan spirit dan niat zakat) kepada 
pemerintah, maka gugurlah (terpenuhi) kewajiban agamanya.  
2. Mayoritas Ulama Banyumas tidak sependapat tentang konsep integrasi zakat 
dan pajak Masdar Farid Mas‟udi karena pada dasarnya zakat dan pajak 
berbeda, baik dilihat dari objek maupun pentasarufannya. Jika dilihat dari sisi 
konsep menurut sebagian ulama Banyumas bisa diterima (perlu di apresiasi) 
tetapi sangat bergantung pada implementasinya, ada kendala soal teknis 
bagaimana penggunaan dana zakat yang digabung dengan pajak, atau pajak 
digabung dengan zakat karena pentasarufan antara zakat dan pajak itu beda, 
jika belum ada mekanisme atau manajemen yang memastikan pemilahan zakat 
dan pajak dari sisi yang disandingkan dan tidak ada kategorisasi 
pentasarufannya itu menurut ulama Banyumas tidak tepat. Sedangkan solusi 
dari mayoritas Ulama Banyumas bahwa yang harus di orientasikan sekarang 
harusnya zakat yang mengurangi pajak.  
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B. Saran  
Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, di 
antaranya adalah : 
1. Perlu adanya upaya peningkatan pemahaman tentang pengintegrasian antara 
zakat dan pajak, terlebih menyangkut masalah teknisnya, karena masyarakat 
pada umumnya masih belum mengeahui tentang hal tersebut. 
2. Perlu adanya peningkatan atau penguatan sistem antara semua pihak, baik para 
tokoh agama, instansi pemerintah dan masyarakat. 
3. Perlu adanya dekonstruksi hukum dalam hal penerapan pajak dan zakat di 
Indonesia yang memenuhi Undang-Undang dan aturan hukum syari‟ah Islam. 
4. Terkait bahwa penelitian ini belum maksimal, dan perlu di tindaklanjuti lebih 
detail sehingga ke depan lebih membangun gagasan komprehensif yang lebih 
mendalam dan literatur yang terkait pada problematika antara zakat dan pajak 
khususnya di negara Indonesia. 
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